BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kolaborasi

pemerintahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan

anak melalui rumah aman dapat dilihat dari kriteria teknis dan regulasi karena

belum adanya rumah aman sebagai layanan rujukan akhir di Kemen PPPA dan

tersusunnya model kolaborasi pemerintahan penanganan dan pengelolaan

rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak ditawarkan dalam

penelitian ini dengan menggunakan teori Ansel and Gash (2007) adalah:

1.

Kriteria dan prasyarat Rumah Aman : terdiri dari Kriteria teknis dan
regulasi. Adapun kriteria teknis sebuah Rumah Aman adalah :
a. Unsur SDM  : Konselor, Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Advokat,
Paralegal. Manager Kasus, Aparat Penegak Hukum,
Security Rumah Aman.
b. Unsur Sarpras
-.  Spesifik rumah dan barang yang berstandar sesuai dengan
keselamatan penghuni dalam hal ini korban.
-. Ruang bermain ramah anak.
Adapun kriteria regulasinya adalah :
a. Kerahasiaan tempat dari Rumah Aman tersebut.

O

. Keamanan .

Suportif.

a o

Memiliki petugas keamanan dengan kemampuan mumpuni.

@

Terintegrasi dengan aparat penegak hukum.

=h

Memiliki SOP Kkhusus terkait dengan pencegahan kekerasan oleh
petugas kepada korban.
SOP Layanan Perlindungan Khusus Anak, disusun berdasarkan 6

(enam) fungsi layanan yang yaitu: SOP Pengaduan Masyarakat; SOP
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2.

Penjangkauan Korban; SOP Pengelolaan Kasus; SOP Penampungan

Sementara; SOP Mediasi; dan SOP Pendampingan Korban

Model Kolaborasi

Desain Kelembagaan
diprakarsai oleh
Kementerian PPPA

I

Kondisi Awal

* menyamakan Proses Kolaborasi
persepsi antar * Menentukan visi dan
lembaga misi kriteria rumah aman

* Membagi * Membangun kemitraan
peran  antar mmmmsp( + Membangun komunikasi
lembaga * Pembagian peran dari

* Adanya masing-masing lembaga
keterbatasan * Semangat pelayanan
Sumber daya

I

Kepemimpinan Fasilitatif
diperankan oleh
Kementerian PPPA

Kolaborasi dari

* Kementerian PUPR

* Kementerian PPPA

* Lembaga
Masyarakat peduli
penanganan
kekerasan terhadap
perempuan

* Pemerintah
Provinsi,
Kabupaten/Kota

|

Rumah  Aman  untuk
Penanganan Korban
Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak

Menentukan Kriteria
Teknis  dan  Kriteria
Regulasi Rumah Aman

Proses kolaborasi dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan dalam hal ini

Kemen PPPA dengan para stakeholder dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1) Bagaimana membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi.

2)

Kolaborasi dalam hal ini haruslah dijalankan dengan kebersamaan dan

adanya rasa percaya antar instansi, lembaga dan masyarakat secara

sederhana, sebuah tim hebat tumbuh dengan kepercayaan yang menjadi

suatu tantangan dalam mewujudkannya sehingga menghasilkan suatu

kinerja yang maksimal.

Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi.

Membangun komitmen dalam proses kolaborasi untuk menjalankan

aktivitas dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh motivasi yang kuat
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3)

dari masing-masing stake holder dalam hal ini instansi, lembaga dan
masyarakat dalam hal pencapaian tujuan. Motivasi ini perlu dijaga dengan
baik, agar kerjasama dapat terus berjalan dengan optimal.
Menjaga motivasi ini merupakan tantangan bagi pemimpin atau setiap
instansi, lembaga dan masyrakat dalam menjalankan suatu proses.
Seringkali motivasi ini ditentukan oleh kepentingan atau manfaat yang
diperoleh dari apa yang dikerjakan.
Tidak salah jika kita melakukan suatu kegiatan berdasarkan keuntungan,
namun tentunya tidak semua keuntungan harus diukur dengan
ketersediaan anggaran. Motivasi harus selalu diingatkan dan dikuatkan
dalam kerjasama, dengan cara menyamakan persepsi visi dan misi,
mengingatkan tujuan yang ingin dicapai, saling menghargai, tidak
memaksakan kehendak, mengelola konflik produktif.
Salah satu tolok ukur motivasi yang terpelihara dengan baik adalah
terwujudnya komitmen. Komitmen untuk berkolaborasi adalah katalisator.
Berbagi pengetahuan mengenai persoalan dan misi yang dijumpai dan
mengetahui berbagai nilai umum pada kolaborasi
1. Sulit membangun kepercayaan
Sebuah kepercayaan memerlukan waktu supaya terbentuk dan tidak
akan terbangun tanpa adanya komunikasi yang transparan dan jelas
antar individu dan tidak adanya ego sektoral. Hal tersebut juga
menjadi satu dari tantangan saat melaksanakan kolaborasi dalam tim.
2. Komunikasi
Melaksanakan komunikasi antar stakeholder dan melaksanakan
kolaborasi di tempat bekerja bahkan apabila terdapat orang yang tidak
menghendaki komunikasi sama sekali. Hal tersebut dikarenakan
kekurangan ruang untuk berkomunikasi secara transparan atau tidak
terdapat sarana yang memungkinkan semua orang mengemukakan
idenya. Permasalahan ini dapat ditangani dengan rutin memberikan
kesempatan untuk diskusi dengan transparan ketika melaksanakan

diskusi ataupun rapat.

121



B.

3.

Saran

Visi yang tidak jelas

Visi yang tidak jelas saat bekerja ialah tantangan berikutnya saat
melaksanakan kerjasama. Jika tidak terdapat visi yang jelas tentang
hal yang harus dibuat serta dikerjakan dan tujuan dari suatu pekerjaan,
seluruh orang akan mengalami kebingungan saat bekerja. Bahkan juga
menyebabkan kehilangan motivasi, produktivitas, serta efisiensi kerja
yang diakibatkan oleh tantangan.

Tanggung jawab

Ketiadaan tanggung jawab dan perbedaan tanggung jawab yang jelas
untuk masing-masing individu bisa menjadi tantangan kerjasama saat
melakukan suatu proses kolaborasi. Tantangan tersebut dapat menjadi
kendala komunikasi sebab terdapat kemungkinan seorang individu
tidak ingin berbagi informasi penting karena perbedaan tugas atau
tanggung jawab.

Intermediate outcomes melalui peninjauan tentang cara mencapai
keberhasilan awal melaksanakan perencanaan strategis serta
menemukan berbagai fakta bersama-sama.

Produktivitas

Kurangnya produktivitas adalah salah satu tantangan kolaborasi.
Penurunan produktivitas dapat disebabkan karena kekurangan umpan

balik sehingga sukar melaksanakan komunikasi antar individu.

Berdasarkan proses dan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat

memberikan sejumlah saran yaitu:

1. KemenPPPA perlu meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan para

stakeholder dalam penanganan anak dan perempuan korban tindak

kekerasan, terutama dalam penyediaan dan manajemen rumah aman,

karena masih perlu dilakukan optimalan dalam proses kolaborasi tersebut

serta dalam implementasi di lapangan, termasuk dalam memenuhi

kriteria dan syarat rumah aman merujuk pada perspektif korban dan

responsif gender.
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2.

Sebagai dasar dari proses kolaborasi yang akan dilakukan oleh
KemenPPPA bersama dengan stakeholder lainnya ialah adanya landasan
hukum atau payung hukum yang dapat menjamin proses kolaborasi akan
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga setiap pihak yang
terlibat dalam kolaborasi memiliki rasa tanggungjawab atas tugas yang
telah dituangkan di dalam landasan hukum tersebut.

Data primer dari penelitian ini terbatas bersumber dari Lingkup
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
lembaga yang diberi wewenang oleh aturan hukum untuk menyediakan
dan mengelola rumah aman untuk perempuan dan anak korban tindak
kekerasan untuk lebih baik lagi.

Selain itu, untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian
terhadap komitmen para pimpinan Kementerian/Lembaga terkait Rumah
Aman dengan harapan dapat merealisasikan salah satu 5 (lima) arahan
Presiden terkait dengan pembangunan pada bidang Perlindungan Anak
dan pemberdayaan perempuan yakni meningkatkan pemberdayaan
perempuan dalam bidang wirausaha yang mendukung kesetaraan gender,
meningkatkan peranan ibu serta keluarga dalam dunia pendidikan atau
mengasuh anak, menurunkan kekerasan terhadap anak dan perempuan,
pengembangan layanan SAPA 129 sebagai awal penerima laporan awal,
Literasi dan Penyadaran Publik untuk pencegahan dan penanganan
kekerasan, termasuk pengembangan berbagai media promosi dan
publikasi. Mencatat dan melaporkan kasus kekerasan, Sumber daya
manusia yang memiliki kapasitas dalam memberikan layanan dan
pendampingan bagi korban (psikolog), Peningkatan kapasitas Aparat
Penegak Hukum yang berperspektif gender, sehingga dalam petugas
dapat memberikan pelayanan dengan memahami isu-isu Yyang
melingkupi perempuan dan anak, serta kebutuhan-kebutuhan spesifik
mereka.

Oleh sebab itu penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti

ketersediaan anggaran berupa DAK Fisik yang diberikan oleh Kemen
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PPPA kepada daerah dalam merealisasikan Rumah Aman yang
berperspektif korban dan responsif gender.
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1.

Apakah Rumah Aman diperlukan dalam penanganan kekerasan?

Ya, tentu dibutuhkan. Terutama pada kekerasan yang mana pelakunya
memiliki power atau dengan ancaman. Sehingga, Rumah Aman di sini
sebenarnya bisa bersifat mobile, karena kan prinsipnya keamanan. Seperti
contoh, contoh ya, apabila pelakunya adalah seorang pejabat, dan si korban
ditempatkan di Rumah Aman yang sifatnya menetap, maka kan pelaku tau
kemana korban dibawa. Kalau seperti itu, yang perlu ditingkatkan adalah
keamanannya. Jadi pilihannya, pertama, kalau mau mobile tingkat keamanan
dan kerahasiannya perlu diperhatikan. Sedangkan yang kedua, Rumah Aman
yang bersifat menetap, tapi sangat perlu diperhatikan tingkat keamanan yang

berlapis.

. Bagaimana ketersediaan SDM dalam penanganan perempuan dan anak

korban kekerasan?

Untuk saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Pertama, persoalan
utamanya ialah kompetensi yang dibutuhkan tidak pernah didefinisikan secara
jelas, baik oleh KemenPPPA maupun KemenPAN RB. Kedua, apabila
kompetensi saja tidak jelas, maka proses rekrutmen SDM juga akan tidak jelas.
Ketiga, kita bicara soal uji kompetensi. Karena rekrutmennya tidak sesuai

dengan kompetensi apa yang sebenarnya dibutuhkan, maka training yang
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diberikan juga tidak sesuai, terlebih uji kompetensinya itu akan tidak sesuai
juga. Sehingga dapat disimpulkan persoalan SDM ini menjadi tidak terstruktur
dengan baik. Sebagai contoh, di tempat saya ada merekomendasikan
pendamping untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Tetapi jika dilihat
saat ini tidak ada kompetensinya. Posisi atau jabatan yang sesuai apa.
Kemudian bagaimana jenjang karirnya, proses rekrutmennya seperti apa.

Selanjutnya juga bagaimana dengan proses pelatihannya.

Sehingga, jika kita bicara mengenai Rumah Aman yang berperspektif korban
dan responsif terhadap gender, maka yang perlu diperhatikan tidak hanya soal
konspesi gedung, tetapi juga bagaimana SDMnya. Harus jelas bagaimana
kompetensi SDM yang dibutuhkan, persyaratannya seperti apa, pelatihan yang
perlu diberikan apa, dan juga proses sertifikasinya bagaimana.

. Bagaimana insentif yang diperoleh dari proses kolaborasi yang telah
dilakukan sebelumnya dengan pihak-pihak terkait?

Persoalan terkait perempuan dan anak ini tidak bisa apabila ditangani sendiri
olen KemenPPPA saja. Karena perlu ada sektor terintegrasi yang

komprehensif.

. Apakah terjadi konflik pada proses kolaborasi yang sudah dijalankan
sebelumnya?

Penyebab dari konflik yang terjadi sebenarnya karena ego dari masing-masing
sektor. Sehingga sampai saat ini kolaborasi sulit tercapai. Karena pada
umumnya, mereka ini langsung terjun ke dalam kolaborasi. Sedangakn ada dua
tahap sebelumnya yang perlu dilalui. Hal ini dijelaskan di dalam teori yang
namanya Triple C. Huruf C yang pertama ialah Communication, dimana tahap
ini perlu dilalui untuk menjalin rasa saling percaya dari masing-masing sektor.
Apabila tahap Komunikasi ini sudah berhasil dilalui, barulah kita masuk ke
dalam tahap ke-dua, yaitu Coordination, yang mana pada tahap ini bertujuan

untuk memadukan keterkaitan antar lembaga. Seperti contohnya, apa
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keterkaitannya antara Kementerian Sosial dan KemenPPPA apabila ada anak
yang bermasalah. Lalu dengan kasus yang sama, apakah ada kaitannya dengan
Kementerian Kesehatan atau bahkan kepolisan. Tahap ini hanya baru kordinasi
saja, belum Kkolaborasi. Apabila sudah terbangun komunikasi dan juga
kordinasi yang baik, maka selanjutnya baru bisa memasuki tahap kolaborasi.
Pada tahap kolaborasi inilah setiap lembaga yang terkait akan menyatukan
tujuan yang ingin dicapai. Seperti contohnya, di tahap ini apabila ada kasus
anak yang bermasalah, tujuannya adalah ingin mengembalikan anak kepada
keluarganya seperti semula, maka sudah ada pembagian tugas dan
tanggungjawabnya masing-masing. Semuanya berjalan sesuai dengan
kordinasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebutlah yang dinamakan

kolaborasi.

Sedangkan yang terjadi saat ini ialah, kita membangun kolaborasi tetapi tidak
terlebih dahulu melakukan komunikasi dan juga kordinasi terlebih dahulu.

Terutama pada tahap kordinasi, terkadang Kita ini justru melempar tugas.

. Kebijakan apa saja yang dapat mendukung proses kolaborasi?

Kalau dari apa yang saya lihat, sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan yang
mengamanatkan kolaborasi dan kordinasi, sudah banyak. Di undang-undang
tentang perlindungan anak juga sudah mengamanatkan kolaborasi. Tetapi yang

menjadi pertanyaannya ialah kenapa kolaborasi ini tidak jalan?

Sehingga, jika ingin menjawab pertanyaan yang diajukan ini, sudah banyak
kebijakan yang dibuat untuk mendukung proses kolaborasi. Tetapi apabila
secara spesifik untuk Rumah Aman, maka belum ada kebijakan yang dibuat.
Lalu, pertanyaan selanjutnya ialah minimal harus ada kebijakan apa? Maka
jawabannya adalah minimal harus ada Peraturan Pemerintah. Kenapa Peraturan
Pemerintah, apabila pertaurannya hanya selevel peraturan menteri, maka bisa

jadi kementerian atau lembaga lain tidak mau menjalankannya.
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6. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan di Rumah Aman?
Pertama, kalau memang konsepsinya Rumah Aman maka tentu harus aman.
Sebagai contoh kepolisian, yang mana memiliki tugas dan fungsi serta
memiliki kompetensi terkait hal tersebut. Bukan hanya kepolisian, kemeterian
dan/atau lembaga lain juga kan sebenernya memiliki kompetensi terkait itu.
Hal itu karena jika berbicara mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan
Rumah Aman maka tentu harus aman dan nyaman dari perspektif kobran,

bukan aman dari perspektif “security” saja.

Idealnya, di Rumah Aman ini anak sebagai korban harus merasa aman dan
nyaman serta perlu diperlakukan sebagai anak dengan fasilitas dan waktu
bermain yang cukup. Jangan sampai ada sarana bermain, tetapi anak tidak
boleh bermain. Padahal bisa jadi, waktu anak untuk bermain itu merupakan
bagian dari treatment yang perlu didapatkan oleh anak, namanya psycosocial
treatment. Nah, permainan apa saja yang perlu ada itu perlu based on

rekomendasi dari ahli psycosocial.

7. Bagaimana keterlibatan para pemangku kebijakan antara lemabaga yang
menangani korban kekerasa terhadap perempuan dan anak?
Untuk bentuknya sudah jelas ya, kolaboratif. Untuk nomenklaturnya sendiri
disebut Sistemik Kolaboratif, jadi bukan kolaborasi yang hanya sekadar bikin
SK saja, tetapi sitemik. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sistemik ialah
ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada kebijakan. Kedua,
yaitu sturktur. Maksud dari struktur di sini ialah kejelasan mengenai siapa
tugasnya apa. Kemudian yang ketiga, kita bicara mengenai proses. Dalam hal
ini berarti yang kita bahas mengenai SOP, Bisnis Prosesnya seperti apa, dan
lain sebagaimana. Nah ketiga hal ini harus harmoni. Mulai dari kebijakannya

seperti apa, kemudia apa tugasnya, kemudian kita bicara prosesnya seperti apa.

Pada dasarnya problem dari proses kolaborasi ini ialah ketidak-jelasan peran

dan fungsi dari masing-masing pihak yang terkait. Kedua, karena ketidak-
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jelasan ini pihak-pihak tersebut tidak mau memberikan kontribusi, baik SDM
maupun biaya. Lalu yang ketiga ini yang paling utama, yaitu tidak ada insentif
dan disinsentif. Dalam hal ini, insentif itu tidak selalu dalam bentuk
kesejahteraan. Sebagai contoh, ketika sudah ada kebijakan, struktur dan SOP
secara jelas, tetapi ada satu pihak yang tidak mau melakukan tugasnya dalam
proses kolaborasi ini, kan tidak ada disinsentif yang diberikan.

Bicara mengenai insentif dan disinsentif yang sudah ada saat ini sebenernya
sudah dikembangkan, yaitu married system dalam bentuk tukin. Saat ini kan
pegawai setiap bulan atau tahun diminta untuk membuat laporan kinerja yang
mana akan mempengaruhi tunjangan kinerja yang akan didapat oleh pegawai.
Sehingga, dalam penelitian ini bisa merekomendasikan keterhubungan antara
hal tersebut dengan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi.
Kalau di indikator kinerja tidak ada hal yang berkaitan dengan kolaborasi
dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, maka tidak ada
yang peduli, tidak ada yang menjadi dorongan untuk merealisasikan proses
kolaborasi ini. Kalau sudah tercantum dalam indikator kinerja kan pasti akan
secara otomatis melakukan. Sedangkan kalau tidak, akan menjadi pertanyaan

terkait Kinerja kita sebagai pegawai.

Kalau di tingkat Pemerintah Daerah juga bisa menerapkan disinsentif. Sebagai
contoh, apabila ada pihak yang seharusnya terlibat dalam proses kolaborasi
tetapi tidak menjalankan tugasnya, maka Bappeda bisa saja menurunkan

anggarannya. Itu kan bagian dari disinsentif juga, kan.

Bagaimanakah standard ruang dan layanan rumah aman yang memadai
(berperspektif korban dan responsif gender)?

Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Rumah Aman tentunya harus aman
dan nyaman bagi korban. Bicara mengenai ruangan apa saja yang perlu ada di
dalamnya, maka perlu ada ruang private, ruang konseling, dan tentu ruang

bermain bagi anak korban kekerasan. Satu hal lain yang penting, yaitu terkait
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10.

pencahayaan. Terdengar sepele, tapi ini juga merupakan hal penting.
Pencahayaan yang diperlukan ialah tidak boleh yang menstimulasi korban
untuk semakin merasa sedih. Ruang private yang tadi saya sampaikan,

diperlukan apabila korban terkadang membutuhkan waktu untuk menyendiri.

Satu hal lagi yang penting ialah dapur. Dikatakan penting karena memasak itu
menjadi salah satu kegiatan stress treatment bagi perempuan. Sehingga,
perempuan bisa melakukan salah satu aktivitasnya, tidak hanya diam saja.
Sebenarnya kan ga hanya masak ya, aktivitas-aktivitas lain yang memang biasa

dilakukan perempuan, seperti merenda atau pun lainnya.

Bagaimanakah pemberdayaan yang dilakukan dalam mewujudkan
rumah aman yang berperspektif korban dan responsif gender?

Melanjuti penjelasan sebelumnya, perlu disiapkan ruang untuk korban ini
berkegiatan. Mereka ini tentu memiliki interestnya masing-masing. Tetapi
kalau kita fasilitasi mereka semua kan pasti membutuhkan ruang yang lebih
besar lagi. Jadi, cukup siapkan ruang, misalnya mereka suka melukis, Rumah
Aman bisa menghadirkan pelatih yang bisa mengajarkan melukis. Nah, ini lah
kita perlu berkolaborasi dengan aktivis-aktivis di bidang tersebut yang bisa
melatih dan mendampingi. Tetapi kan pendamping ini tidak perlu selamanya
ada, hanya untuk membantu mengidentifikasi minat mereka saja. Jadi, tidak

perlu disiapkan ruang untuk masing-masing minat.

Bagaimanakah kerjasama/kemitraan yang dilakukan dalam mewujudkan
rumah aman?

Kalau dari segi kepemimpinan fasilitatif, maka seharusnya setiap pemimpin
kementerian maupun lembaga termasuk pengelola Rumah Aman harus dapat
aktif menjalin kolaborasi. Seperti contoh yang sebelunya kita bahas, untuk
memfasilitasi perempuan dan anak korban kekerasan perlu menghadirkan
aktivis-aktivis atau lembaga yang memang kompeten di bidangnya untuk
berkolaborasi. Di sinilah kita membutuhkan kepemimpinan yang fasilitatif.

Tidak bisa kan kalau sifat pemimpin atau pengelola Rumah Aman ini bersifat
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otoriter. Hal tersebut bisa semakin membahyakan kondisi perempuan dan anak
korban kekerasan. Berkaitan dengan SDM, oleh karena itu perlu dimasukan ke
dalam daftar kompetensi SDM yang diperlukan untuk pengelolaan Rumah

Aman.
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Nama Informan 2 . Ibu Tri Palupi D.H.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur

Jabatan :  Kepala P2TP2A DKI Jakarta
Instansi . P2TP2A DKI Jakarta

Tanggal wawancara : 8 November 2022

1. Bagaimana ketersediaan sumber daya pengelola dalam penanganan
perempuan dan anak korban kekerasan?

Untuk di P2TP2A DKI Jakarta sendiri sudah cukup memadai. Hal
tersebut dikarenakan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga dari
APBD sebagai sumber anggaran kami. Untuk sumber daya pengelola di
P2TP2A DKI Jakarta ini ada 84 tenaga pendukung untuk membantu
menangani kasus perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk tenaga ahli
psikolog klinis kami ada satu orang. Selain tenaga ahli, kami juga memiliki 1
orang tenaga IT yang khusus menangani aplikasi yang kami miliki, yaitu
MOKA atau Monitoring Kasus. Sementara itu, untuk tenaga advokat kami
ada 4 orang, psikolog klinis 8 orang, dan manager kasus ada 8 orang.
Sedangkan untuk URC paralegal di pusat ada sebanyak 34 orang, konselor di
pusat dan pos pengaduan sebanyak 21 orang, pendamping kasus sebanyak 5
orang, dan tenaga informasi sebanyak 9. Tenaga pendukung ini sangat
membantu dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban
kekerasan bagi P2TP2A termasuk 19 titik pos pengaduan yang tersebar di
masing-masing wilayah. Titik pos pengaduan itu tersebar di Jakarta Pusat
sebanyak dua pos, di Jakarta Utara ada dua pos, di Jakarta Barat ada 6 pos, di
Jakarta Selatan ada empat pos, di Jakarta Timur ada lima pos, dan Kepulauan
Seribu masih nol.

Di tahun 2023 akan ada penambahan pos pengadauan yang mana ini

merupakan ususlan dari Komisi E DPRD. Rencananya akan ada penambahan
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enam pos pengaduan, dengan rincian sebagai berikut: di Jakarta Pusat akan
ditambahkan dua pos, di Jakarta Utara dua pos, kemudian di Kepualauan
Seribu akan dibuatkan satu pos pengaduan, dan di Jakarta Selatan akan
ditambahakan dua pos. Selain penambahan pos pengaduan ini, rencananya
akan ditambahkan juga tenaga layanan, masing-masing pos ada dua tenaga,
yaitu paralegal dan konselor. Sehingga sebenarnya untuk SDM di P2TP2A
ini bisa dibilang cukup memadai.

Namun, yang perlu diingat adalah Jakarta ini kan menjadi pusat
segalanya, pak. Kasus TPPO yang terjadi juga tinggi, kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) yang terjadi di Jakarta ini juga terbilang tinggi apabila
dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sejak Januari hingga September

2022 ini saja kami sudah menangani sebanyak 1.047 kasus.

Bagaimana ketersediaan sumber daya pengelola rumah aman dan
sarprasnya?

Sebenarnya selama ini DKI Jakarta belum memiliki Rumah Aman
tersendiri. Selama ini kami masih bekerja sama atau berkoordinasi dengan
Dinas Sosial. Jadi, apabila ada rujukan dari P2TP2A kami akan berkoordinasi
dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan pelayanan Rumah Aman. Sehingga
bisa dikatakan kondisi saat ini sebenernya belum ideal. Hal tersebut
dikarenakan Rumah Aman ini eksisting milik Dinas Sosial, ya, jadi ya sarana
dan prasaran yang ada belum sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan
oleh perempuan dan anak korban kekerasan. Seperti contoh, korban kasus
TPPO ini kan sebenarnya tidak bisa dijadikan satu dengan korban KDRT,
karena bisa jadi kondisi dan kebutuhannya berbeda.

Sementara itu, apabila ada perempuan atau anak korban kekerasan yang
membutuhkan layanan kesehatan seperti visum, kami akan memberikan
rujukan ke Rumah Sakit maupun Puskesmas yang tersebar di DKI Jakarta.
Untuk saat ini ada 44 Puskesmas yang siap membantu kami. Karena memang
sebenarnya P2TP2A ini memang sudah mencoba membangun kolaborasi

dengan dinas-dinas lain yang terkait.
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Bagaimana insentif yang diperoleh dari adanya kolaborasi yang sudah
dilakukan sebelumnya antara pihak-pihak terkait?

Setiap dinas sudah memiliki tugas dan fungsinya maasing-masing. Seperti
contohnya apabila ada korban yang membutuhkan visum, nah itu akan
diakomodir oleh Jaminan Kesehatan Jakarta, itu untuk korban berKTP DKI
Jakarta. Sedangkan untuk korban yang tidak berKTP DKI, tetapi tempat
kejadiannya di DKI Jakarta maka akan diupayakan menggunakan BPJS yang
akan dibantu oleh Dinas Kesehatan.

Apakah terjadinya konflik atau tantangan dalam melakukan kolaborasi
sebelumnya?

Mungkin lebih tepatnya tantangan, ya, pak. Tantangan yang perlu
dikolaborasikan antar OPD atau SKPD.

Apakah rumah aman diperlukan dalam penanganan kekerasan?
Sangat diperlukan. Seperti contoh apabila ada perempuan ataupun anak
korban kekerasan yang datang tengah malam dan perlu untuk segera ditindak

lanjuti, maka kita tentu akan membutuhkan shelter atau Rumah Aman.

Kebijakan apa saja yang dapat mendukung penyelenggaraan
kolaborasi?

Sudah ada Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah
Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Di dalam Pergub itu
sudah dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat diakomodir oleh Rumah Aman,
sehingga kami dapat menitipkan klien atau korban sesuai dengan harapan
kami. Tidak hanya sampai di situ, di Pemprov DKI Jakarta ini juga sudah ada
KepGub Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan keuda KepGub Nomor
1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Di
dalamnya dimuat KSD nomor 13 tentang Perlindungan dan Pencegahan

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diampu langsung oleh Dinas
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PPAPP (Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk)
Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya KSD 13 tersebut menjadi sangat strategis upaya yang
dilakukan dalam menangani dan pencegahan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Hal tersebut dikarenakan, KSD tersebut setiap bulannya
dievaluasi. Setiap pengampu masing-masing KSD akan dievaluasi. Apabila
tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, maka tunjangan kinerja mereka
akan dikurangi. Sehingga, setiap pengampu dari masing-maisng KSD maka
akan berupaya untuk memenubhi target tersebut, termasuk Dinas PPAPP yang
mengampu KSD nomor 13 dan KSD lain yang perlu untuk didukung oleh
Dinas PPAPP. Nah, karena ada beberapa KSD milik Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) lain yang perlu didukung oleh kami dan juga sebaliknya, KSD
kami yang perlu didukung oleh OPD lain, maka di sinilah kami melakukan
kolaborasi demi tercapainya target setiap KSD.

Kemudian, sudah ada juga Peraturan Gubernur 64 Tahun 2019 tentang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang yang mana ini diampu oleh beberapa OPD. Apabila tidak tercapai,
maka akan ada sanksinya. Tidak hanya itu, ada juga Peraturan Gubernur
Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak
Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan
Pendidikan. Biasanya kalau ada kasus anak yang hamil di luar nikah, biasanya
kan sekolah langsung mengeluarkan peserta didik tersebut, ya. Dengan
adanya peraturan ini, sekolah tidak lagi bisa langsung mengeluarkan anak
yang mengalami kehamilan di luar nikah. Perlu dicarikan alternatif supaya
anak ini bisa tetap mendapatkan pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk
tetap memenuhi hak anak. Untuk memastikan peraturan tersebut berjalan,
kami ada tanda tangan MOU dengan Dinas Pendidikan. Hal ini juga sebaga
salah satu bentuk kolaborasi kami untuk memenuhi KSD 13 yang di awal
dibahas.
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10.

Sarana dan prasarana apakah yang dibutuhkan di Rumah Aman?

Untuk saat ini kan kami belum memiliki Rumah Aman sendiri yang
benar-benar di tanggungjawab kami. Akan tetapi, di tahun 2023 kami sudah
menganggarkan untuk Rumah Aman atau Rumah Perlindungan Sementara.
Ini masih rancangan yang masih di DPRD dan belum “diketok” atau
disahkan, tetapi kamis sudah berproses. Semoga anggaran Rumah Aman ini
segera disetujui, karena kan sebenarnya penganggarannya sudah ada dan ini
merupakan usulan dari Dewan.

Terkait sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan tentu banyak
sekali. Pertama, bangunannya itu sendiri. Kedua, kebutuhan-kebutuhan yang
diperlukan untuk klien atau perempuan dan anak korban kekerasan, seperti
tempat tidur, lemari, pakaian, dan kami akan menyediakan seragam sejenis
seragam olahraga. Hal tersebut harapannya supaya mereka dapat merasa
kalau kita adalah satu kesatuan. Selain itu, tentu kebutuhan pangan ya, pak.
Itu semua sudah kami perhitungkan. Hal penting lain yang perlu ada ialah
petugas yang akan sehari-hari mendukung operasional Rumah Aman,
temasuk tenaga pekerja sosial, tenaga administrasi, tentu tenaga psikolog, dan

petugas keamanan.

Bagaimana keterlibatan para pemangku kebijakan antar OPD yang
menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Tentu dalam menunjang keberlangusngan proses penanganan perempuan
dana anak korban kekerasan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, kalu
di daerah mungkin lebih tepatnya OPD, ya. Seperti yang sudah Kita
diskusikan tadi, ya, perlu dukungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Sat
Pol PP, Biro Kesejahteraan Rakyat, termasuk juga pihak kepolisian atau
Polda. Saat ini kami juga ada kerjasama dengan Polda, pak. Jadi apabila ada
kasus TPPO, dari pihak polda ada yang langsung datang ke sini untuk

menangani kasus tersebut.
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11.

12.

13.

Bagaimanakah standar ruang dan layanan rumah aman yang memadai
(berperspektif korban dan responsif gender)?

Untuk di DKI Jakarta ini sewa rumah yang ideal ini kan agak sulit, ya. Jadi
harapannya satu ruang kamar tidur yang besar cukup diisi dengan maksimal
lima orang saja. Jadi ada lima tempat tidur dan juga ada lima lemari, tidak
perlu diukuran besar. Selain itu, setiap korban ditempatkan di satu kamar
dengan kasus yang sama. Seperti conothnya, perempuan korban TPPO akan
dijadikan satu, lalu anak korban kekerasan juga dijadikan satu dengan kasus
yang sama. ldealnya sih seperti itu yaa, pak, setiap korban anak dan

perempuan dewasa ya dipisah.

Bagaimanakah  kerjasama/kemitraan yang dilakukan dalam
mewujudkan rumah aman?

Jawaban pertanyaan ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Terkait
kerjasama/kemitraan yang kita lakukan sudah diakomodir oleh Peraturan
Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Aman bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan. Selanjutnya juga tadi ada KepGub Nomor 1263
Tahun 2020 tentang Perubahan keuda KepGub Nomor 1042 Tahun 2018
tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Dimana dengan adanya
KSD ini mendorong setiap OPD di DKI Jakarta untuk saling berkolaborasi

dalam mewujudkan Rumah Aman.

Apakah pimpinan sudah menyusun visi dan misi dalam membangunan
rumah aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak?

Terus terang untuk saat ini belum ada visi dan misi yang dibuat dalam proses
pembuata Rumah Aman tahun 2023 nanti. Tetapi harapannya Rumah Aman
ini bisa menjadi rumah atau tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan

dan juga anak korban kekerasan yang kami tangani.
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14.

15.

16.

17.

18.

Apakah pimpinan sudah melibatkan stakeholder dalam penyusunan visi
dan misi tersebut?

Karena kami belum menyusu visi misi tersebut, yaa, pak. Tapi tentu
kedepannya untuk penyusunan visi misi ini perlu dilakukan secara bersama-

bersama.

Apakah para pimpinan memfasilitasi penyusunan kebijakan yang
mengarah pada ketersediaan rumah aman?

lya, pimpinan kami benar-benar memfasilitasi setiap kebijakan yang
dibuat, terutama kebijakan mengenai rumah aman ini. Pada dasarnya, usulan
terkait hal ini juga merupakan usulan dari keapala. Untuk selanjutnya diskusi

dengan DPRD yang akan melakukannya adalah Kepala Dinas kami.

Apakah pimpinan mengetahui standar ruang dan layanan rumah aman
yang berperspektif dan responsif gender?

Terkait kebijakan standar rumah aman yang baik yang sebelumnya saya
sampaikan juga pimpinan kami mengetahuinya. Karena untuk pembangunan
rumah aman yang akan dilakukan 2023 nanti, kami ada kerja sama dengan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk konsultasi beberapa
hal, seperti contohnya ialah standar ruang konsiltasi yang baik itu seperti apa.

Kemudian juga standar Rumah Aman yang benar-benar aman itu bagaimana.

Bagaimanakah komitmen pimpinan dalam mewujudkan rumah aman
dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Ketika berbicara mengenai komitmen, tentu sangat tinggi komitmen
pimpinan kami dalam mewujudkan rumah aman yang berperspektif korban

dan juga responsif gender.

Bagaimanakah pemberdayaan yang dilakukan dalam mewujudkan
rumah aman yang berperspektif dan responsif gender?
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19.

Sebagai contoh apabila ada perempuan kasus KDRT, dimana dia
melaporkan suaminya yang tentu merupakan tulang punggung keluarga,
maka itu tentu akan mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga, kan. Jadi
korban tentu akan memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya. Oleh
karena itu, kami di P2TP2A melakukan kerjasama dengan kelompok Usaha
Mikro Kecil Menengan (UMKM) atau dinas-dinas terkait untuk melakukan
pelatihan kepada klien atau korban yang kami tangani. Hal ini harapannya
setelah keluar dari Rumah Aman, mereka bisa mandiri, apabila hal terburuk
yang terjadi ialah perceraian atau suaminya ditetapkan sebagai tersangka.

Proses pemberdayaan ini dilakukan setelah mereka keluar dari Rumah
Aman. Jadi, setelah mereka keluar dari Rumah Aman tersebut, kami tetap
melakukan monitor dan juga pendampingan. Sebenarnya kegiatan
pemberdayaan ini bisa dilakukan selama mereka masih berada di Rumah
Aman, tetapi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ya program dari Dinas

Sosial.

Bagaimana membangun kepercayaan antara peserta kolaborasi dalam
mewujudkan Rumah Aman?

Ketika kita bicara mengenai kolaborasi, kordinasi, dan komunikasi
terdengarnya seperti hal yang sederhana. Tetapi ketika dilakukan tentu tidak
lah mudah. Sebenarya ini juga merupakan hal yang penting dilakukan untuk
membangun kepercayaan OPD lain yang akan bekerjasama dengan kami,
seperti mengkomunikasikan tujuan bersama kenapa perlu adanya Rumah
Aman.

Namun, hal penting pertama ialah tetap komunikasi antar OPD, kemudian
koordinasi yang baik dan juga saling memahami antar peserta kolaborasi.
Penting dilakukan ya untuk menjaga kepercayaan partner kerja sama untuk

terus berkolaborasi bersama.
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20.

21.

22.

Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi
mewujudkan Rumah aman?

Komitemen ini selain dibangun dengan komunikasi dan koordinasi yang baik,
tentu diperkuat dengan regulasi-regulasi yang ada. Karena tanpa adanya
regulasi agak sulit, ya. Karena di dalam regulasi itu jelas diatur

tanggungjawab masing-masing, seperti siapa tugasnya apa.

Apa manfaat yang diperoleh dari adanya kolaborasi?

Untuk mewujudkan Rumah Aman ini yang berperspektif korban dan
responsif gender ini tidak bisa dilakukan sendiri. Tentu membutuhkan
dukungan dari OPD lain. Sehingga, dengan adanya kolaborasi akan ada
pembagian tugas sesuai dengan tuposkinya masing-masing. Kemudian, tugas

kami juga menjadi ringan karena didukung oleh OPD atau SKPD yang lain.

Tantangan dalam menangani kasus kekerasan berbeda wilayah?

Seperti contohnya ada kasus yang TKPnya di Jakarta, tetapi korban
berKTP Tangerang yang perlu melakukan visum, maka Kita perlu penanganan
ekstra. Maksudnya dalam hal ini ialah tentu korban tidak memiliki Jaminan
Kesehatan Jakarta (Jamkesjak). Kalau ada Jamkesjak kan visumnya bisa
dilakukan secara gratis, tetapi karena tidak, maka Dinas Kesehatan DKI
Jakarta perlu bersurat dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Tangerang.
Sehingga, antar Dinas Kesehatan telah melakukan koordinasi untuk
kemudian apabila sudah ada surat rujukan dari sana, baru lah kami bisa
membantu untuk melakukan visumnya.

Selain itu, yang menjadi tantangan selanjutnya ialah ada beberapa OPD
yang belum memahami tugas dan fungsinya. Atau dalam kata lain contohnya,
pimpinan OPD tersebut sudah sepakat dengan kami untuk melakukan
kerjasama, tetapi terkadang bawahannya yang belum terinformasi. Atau
terkadang ada pegawai yang mutasi, nah di sini proses handover

tanggungjawabnya yang belum clear.
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LAMPIRAN 2. Foto Kegiatan Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dr. | Made
Sutama. SE, MBA, MM selaku Independent
Consultant for Social Development

Wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H
selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta

W q lah sat Rapat Kerja sekaligus Wawancara dengan
awancara dengan salah satu perempuan para pimpinan di Lingkungan Kemen

korban kekerasan PPPA
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LAMPIRAN 3. Daftar Riwayat Hidup

2 e A

10.
11.

12.

13.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP MAHASISWA

Nama

Tempat dan Tanggal Lahir :

No Pokok Mahasiswa
Konsentrasi

Jenis Kelamin
Alamat Rumah

Instansi

Unit Kerja

Alamat

Jabatan

Riwayat Pendidikan
a. SMP

b. SLTA

c. Perguruan Tinggi

Kemampuan Bahasa

Judul Tugas Akhir

Frangky Tilung

Manado, 26 Februari 1971

20410210231

Kebijakan Pembangunan

Laki-laki

Komplex Pondok Hijau Permai

Jalan Raya Pondok Hijau Permai Blok D1. 20
Telpon : 081293616292

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

Biro SDM dan Umum

Jalan Medan Merdeka Barat No. 15,

Jakarta Pusat.

Telpon : (021) 3842638, 3805563

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan PBJ

Don Bosco di Manado tahun 1986

Don Bosco di Manado tahun 1989

S1 Univ. Darma Persada di Jakarta tahun 1999
S2 Politeknik STIA LAN di Jakarta tahun 2023
a. Indonesia / Aktif

| Pasif

Collaborative Governance Penanganan Bagi

b. Inggris

Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak

Melalui Rumah Aman Kementerian

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
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14. Pembimbing Tugas Akhir : 1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA
2. Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si
15. Nama Ibu Kandung . Bethy Supit

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Agustus 2023

Mengetahui,
Kepala Biro SDM dan Umum

Elita Frangky Tilung
NIP. 196411111986122001 NIP. 197102262005021003
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